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a.'bahwa untuk kepentingan dinas dan dal4m rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi dan atau promosi
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamatr Syar'iyah Aceh;

b. bahwa rnereka yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran surat keputusan
ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mutasi dan atau promosi
dalam jabatan Hakim Tinggt Pengadilan Tinggi Agama/lvlatrkamah Syar'iyah
Aceh.

1. Undang-Undang Nomor 8 tatrun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;

Undang-UndangNomor 48 tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 7 tatrun 1989 sebagaimana telatr diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 tatun 2009;

5. Peraturan Femerintah Nomor 8 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintatr Nomor I I tatrun 2008;

6- Peraturan PemerintahNomor 4l tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 20A3:

8. Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2001.

Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamatr Agung RI dalam rapat tanggal 14

September 2012.

MEMUTUSKAN

Memberhentikan dengan hormat mereka yang niunanya tersgbut dalam ruang 2
dari jabatan tersebut dalam nrulg 3, selanjumya memindahkan dan mengangkat
kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar terlampir;

Selama jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan
tui{angan jabatan Hakim Tinggr sebagaimana tersebut dalam ruang 6 daftar
terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena unhrk
kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2012;
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3. terakhir
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I(EEMPAT Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima
jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi

Kepegawaian;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direktrn Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggr Agamaterkait/Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
7. KettnPengadilan Agarna/tr(etua Mahkamah Syar'iyah terkait;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
9. Kepala Kantor PT TASPEN terkait.

retapkandi

AGUNG RI,

M. HATTA ALI, S.H", M.H.
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